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'SALINAN

BUPATI K.ARANGANYAR

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
B NOMOR 109 TAHUN 2020

—— TENTANG

Sl KOMITE EKONOMI KREATIF

o _'DENG_AN,RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR

a. bahwa dalam rangka pengembangan ekonorm krea‘uf d1
et | Kabupaten Karanganyar yang terlntegra31 dan kolaboratlf 1
"."‘:'perlu dldukung kreatlﬁtas ‘sumber daya manu31a dan

i 1nova31 B untuk 1 mewujudkan kesejahteraan baglk,}‘;_

: vmasyarakat dan pelaku usaha ekonom1 kreatlf perlu

o 7d1bentuk Ek031stem Kreat1f dalam bentuk Komlte Ekonom1 i

Kreatlf

.bahwa berdasarkan pert1mbangan sebagalmana tersebut L
huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupat1 tentang L .
[ Kom1te Ekonom1 Kreatlf | erete o

. Undang—Undang Nomor 13 Tahun | 1950""vtehtang 25

Pembentukan Daerah daerah : Kabupaten : dalam‘? |

: ‘Llngkungan Prov1n31 J awa Tengah

. Undang—Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Slstem

Perencanaan Pembangunan Nas1onal (Lembaga Negara;

Repubhk Indonesm Tahun 2004 Nomor 104 Tambahanf o
o Ler_nbaran Negara Repubhk Indonesla Nomorv442 1), k_
‘kUn(-i‘évh.g—Und;arig "~'Norrior' 23 " Tahu‘nﬁ 2014 V'Vten”cang;

?ernéi'iht'aharvli Daerah (Iembaran ,‘“N'egara Rérﬁublik
,>,Indon651a Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaranf

‘ Negara Repubhk Indone31a Nomor 5587) sebagalmanaf
k o telah diubah beberapa kali terakhlr dengan Undang-?i»w

| ',Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjav

(Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Tahun 2020 Nomor'

| 245 Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm';

o Nomor 6573),



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi
Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 64 14);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang
Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6213);

KeputUSéLn Gubernur Jawa Tengah Nomor 500 /42 Tahun
2019 tentang Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif
Provinsi Jawa Tengah; |
Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6
Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan
Képariwiéataan Kabupaten Karanganyar (Lembaran
Daerah Kabupaten vKaranganyar Tahun 2016 Nomor 6,
Tainbahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

:'PERATURAN BUPATI TENTANG KOMITE EKONOMI
KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

=
2.

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar. |

Pemerintah ~ Daerah adalah Bupati sebagai
unsur 'penyélenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan uruvsan pemerintahan daerah
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Karanganyar.

4. Komite Ekonomi Kreatif merupakan lembaga non

struktural di Daerah yang membantu Pemerintah Daerah
di bidang pengembangan Ekonomi Kreatif.

Masyarakat adalah orang perorangan warga negara
Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi

Kemasyarakatan.



6. Ekbfiomi Kreatif adalah perwujudén nilai tambah dari

Eh kekayaan 1ntelektua1 yang bersumber dari kreat1v1tas '

manus1a ‘ yang berbasis War1sanv budaya, ilmu
pengetahuan, dan /atau teknologi;

7. Indﬁstri Kreatif adalah induétri‘ ‘yang berasal dari
pemanfaatan kfeativitas keterampllan ~ serta bakat
1nd1v1du untuk menmptakan kesej ahteraan serta lapangan

, pekerjaan dengan menghasﬂkan daya kreasi dan daya
cipta individu tersebut. |

8. Pelaku Ekonom1 Kreatlf adalah orang perseorangan
kelompok orang, atau badan usaha Indonesia yang
‘melakukan akt1v1tas kreatlf dan 1novat;f bersumber dari
keinteiektualén yangbernilaik ekondmi kegiatan Ekonomi
Kreatlf | | |

9. Satuan Pendldlkan adalah kelompok layanan pendldlkan'
yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal,

- nonformal, - informal dan pada = setiap jenjang jenis
pendidikan. ; V : '
R BAB II |

KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
S Pasal 2 :
Komite Ekonkomik Kreatlf berkedudukan dibawa‘h, dan

bertanggung Jawab kepada Bupati.

Pasal 3
| (1) Komlte Ekonom1 Kreatlf mempunyal tugas memberlkan'
i masukan kepada Pemermtah Daerah dalam penyusunan
arah ‘prioritas dan kerangka kebljakan pengembangan d1

- bidang Ekonomi Kreatlf,yang diarahkan kepada:
L a. memngkatnya jumlah dan kualitas Pelaku Ekonomly,
~ Kreatif yang didukung oleh ketersediaan Satuan
Pend1d1kan yang sesuai dan berkuahtas

b. menmgkatnya peran Pelaku Ekonomi Kreatif di

berbagai sektor pembangunan 7 :

c. rtersed1anya ruang kreatif yang dapat memberdayakan
 kreativitas; o L '
d menmgkatnya kesadaran Masyarakat' terhadap

| ,péntingnya kreativitas dan hak kekayaan intelektual,;

. meningkatnya ‘apresiasi dan konsumsi Masyarakat

' terhaidap karya kreatif; -



£ tersedlanya 1nfrastruktur teknolog1 yang memada1
kdan kompetltlf untuk mendukung pemberdayaan :
Ekonom1 Kreatif; 7 '
g optlmalnya pemanfaatan mfrastruktur ‘teknologi untuk
‘meningkatkan kuantitas dan kuahtas karya kreatif;
h mehingkatnya kapaSitaS : kelekmbagyaa'n*" yang
menyelenggarakan fungsi pengembangan ek031stem
| pemberdayaan kreat1v1tas : o
i. ‘memngkatnya " kolaborasi 8 kelémbagaan yang
' mendukung péngembangan ekosistem kreativitas; dan
j. memngkatnya akses Pelaku Ekonomi - Kreatif untuk
: mendapatkan pemblayaan dalam mengembangkanf
‘usaha Ekonom1 Kreatif. ' ‘

(2) Dalam ‘melaksanakan tugas sebagalmana d1maksud pada
ayat (1), Kom1te Ekonom1 Kreatif mem111k1 fungsi: - ‘

Ca pemberdayaan sumber daya manu51a kreatif untuk

menghasﬂkan produk barang dan/ atau Jasa yang -

d111ndung1 oleh hak kekayaan 1ntelektua1 |

b pen01ptaan krea81 kreatlf dengan mengutamakank,

budaya | lokal sebaga1 - sumber ‘inspirasi yang

Y fnemiliki ciri khas / keumkah dan‘memperkuatjati diri;

C. pengembangan pelaku dan pengusaha Ekonom1 Kreatlf

iDaerah dan V

2 d. pen’gembangan arah‘ kebijakan Ekonomi Kreatif.

~ BABII
'ORGANISAST
» ’ - e Pasal 4
(1) Komite Ekonomi Kreatif terdiri dari:
o a. ketua ’merangka‘p ariggota' k
b. wakll ketua merangkap anggota
~C. sekretans merangkap anggota dan
- d. anggota LR v
(2) Dalarn melaksanakan tugasnya Ketua Komlte Ekonom1
Kreatif membentuk ’kelo‘mpok kerJa, yang selanjutnya‘;
disebut pokja ; | A : |
| (3) Pokja sebagalmana dimaksud pada ayat (2) ‘dipimpin oleh
' koordlnator pokja yang berasal dari anggota komite

' sebaga1mana dimaksud pada ayat (1) huruf d.



4) Pokvja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :

a.
b.

PokJa Hubungan Antar Lembaga dan Kemitraan;
Pokja RlSCt Edukasi dan Pengembangan Sumber Daya
Kreatif; '

Pokja Sertlﬁka31 Standarisasi dan Fasilitasi Hak atas

‘Kekayaan Intelektual (HAKI); dan

Pokja Promosi, Pemasaran dan Komunikasi

- Pasal 5

(1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

~ huruf a, mempunyai tugas:

a.

membentuk dan menunjuk orang-orang yang dianggap

memiliki kemampuan dan kecakapan untuk duduk

- dalam Pokja Kom1te Ekonomi Kreatif;

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan

- fungsi Komite Ekonomi Kreatif;

“membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan

tugas dan fungsi Komite Ekonomi Kreatif; dan
melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komite Ekonomi

Kreatif kepada Bupati.

(2) Wakil Ketua sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 4 ayat

(1) huruf b, mempunya1 tugas

a

memlmpm Komite Ekonomi Kreatif dalam hal ketua

berhalangan dan mengambll langkah -langkah yang

'dlpandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan

keglatan Komite; dan

membantu ketua dalam pelaksanaan tugasnya dalam

'hal pembmaan pengawasan dan pengendahan tugas

dan fungsi Komite Ekonomi Kreatlf

(3) Sekretarls sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

huruf c, mempunya1 tugas :

S a.
b.

: Komlte Ekonomi Kreatlf dan

,mengkoord1nas1 seluruh keglatan admlmstra51 komlte

mengar31pkan dan mendokumentasi seluruh Kegiatan

melakukan tugas lain yang d1ber1kan ketua ‘sesuai

dengan bidang tugasnya.



: (4) Anggota Komite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

a.

£

memberikan masukan kepada Ketua dalam

penyusunan Rencana Prioritas pengembangan ekonomi

| kreatlf

melaksanakan pengkajlan dan analisis kebljakan
Daerah sesuai dengan isu strategls yang berkembang di
bldang ekonomi kreatlf

memberikan pertimbangan, sarén dan masukan dalam
penyusunan dan pelaksanaan : kebljakan Daerah
mengena1 pengembangan Ekonoml Kreatif;
melaksanakan pemantauan pelaksanaan kebijakan
Daerah tentang Ekonomi Kreatlf |

melaporkan ‘dan mempertanggung] awabkan

| pelaksanaan tugasnya kepada Ketua; dan

melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

(9) Dalani melaksahakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (4). Anggota Komite Ekonom1 Kreatlf bertanggung

Jawab kepada Ketua

Pasal 6

Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pa‘sal 4 ayat (2)

'mempunyal tugas:

a. Pokja Hubungan Antar Lembaga dan Kemltraan

1. membantu ketua dalam pelaksanaan tugasnya dan

memimpin Komite Ekonomi Kreatif dalam hal ketua

berhalangan dan mengambil langkah-langkah yang

dipandang perlu untuk memperlancar pélaksanaan

keglatan Komite;

. melakukan identifikasi, menyusun dan melaksanakan

program—program yang memberlkan pemahaman
kepada 1embaga birokrasi dan berbagai pihak lainnya

tentahg Ekonomi Kreatif di Daerah' :

. melakukan i inovasi, program strateg1s dan kerjasama ,

dengan berbagau pihak yang berdampak posmf bagi

v’ percepatan Ekonomi Kreatif di Daerah ;

melaksanakan studi dan kemitraan dengan dengan
lembaga atau _Daerah lain  berkaitan dengan

pengembangan Ekonomi Kreatif; dan



5. melakukaﬁ tugas lain yang diberikan ketua sesuai

dengan bidang tugasriya. |
b. Pokja Riset, Edukasi dan Pengembangan Sumber daya

Kreatif: ;

1. membantu ketua dalam pelaksanaan tugasnya dan
memimpin Kofnite Ekonomi Kreatif dalam hal ketua
berhalangan dan mengambil langkah-langkah yang
dipahdang ‘perlu untuk memperlancar pelaksanaan
kegiatan komite;

2. melakukan identifikasi sumber daya Kreatif di Daerah
dan mengkaji hubungan lembaga formal maupun non
formal dan perannya dalam peningkatan kreatifitas
Masyarakat; '

3. rhenyusun dan melaksanakaﬁ program penguatan
sumbérdaya kreatif yang melibatkan pemangku
kepentingan dari Daerah lainnya agar terjadi
percepatan peningkatan Ekonomi Kreatif di Daerah;
dan

4. melaksanakan tugasnya lain yang di diberikan Ketua
sesuai dengan bidang tugasnya,

c. Pokja Sertifikasi, Standariskasi, dan Fasilitasi Hak atas

Kekayaan Intelektual: _

1. membantu ketua dalam pelaksanaan tugasnya dan
memimpin Komite Ekonomi Kreatif dalam hal ketua
berhalangan dan mengambil langkah-langkah yang
dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan
kegiatan Komite;

2. melakukan identifi}kasi’ dan kajian serta menyusun
strategi di bidang sertifikasi, standarisasi mutu
produk dan Hak atas Kekayaan Intelektual Industri
Kreatif di Déerah;

3. menyusun dan melaksanakan program fasilitasi Hak
atas Kekéyaan Intelektual atas produk industri kreatif
yang ditujukan untuk percepatan peningkatan
ekohomi kreatif di Daerah; dan- _

4. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua sesuai

dengan bidang tugasnya.



~ d. Pokja Promosi, Pemasaran dan Komunikasi:

1.

membantu ketua dalam pelaksanaan tugasnya dan
memimpin Komite Ekonomi Kreatif dalam hal Ketua
berhalangan dan mengambil langkah-langkah yang

dipandang perlu untuk memperlancar pelaksanaan

~ kegiatan Komite;

melakukan identifikasi dan kajian serta menyusun
strategi promosi pemasaran dan komunikasi yang
efektif dalam pengembangan Ekonomi Kreatif di
Daerah;

menyusun dan melaksanakan program promosi

pemasaran, dan komunikasi yang ditujukan untuk
percepatan peningkatan pengémbangan ekonomi
kreatif di Daerah; dan

melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Ketua

sesuai bidéng tugasnya.

Pasal 7

Sekretariat Komite Ekonomi Kreatif berkedudukan di

Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 8

(1) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif diutamakan

Masyarakat yang berasal dari unsur:

a. Lembaga Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan;

b. Badan usaha atau pengusaha kreatif;

c. Komunitas Kreatif atau Pelaku Ekonomi Kreatif;

dan/atau

d. Unsur Pemerintah Daerah.

(2) Calon anggota Komite Ekonomi Kreatif dari unsur

Lembaga Pendidikan, Penelitian dan Pengembangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
diprioritaskan berasal dari Perguruan Tinggi yang ada di

Daerah / atau sekitar Daerah.

Pasal 9

Anggota Kdmite Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Warga Negara Indonesia;



b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehat jasmani dan rohani; '
d. berumur minimal 18 (delapan belas) Tahun; dan

e. memiliki pengalaman dibidang ekonomi kreatif.

Pasal 10
(1) Bupati menetapkan dan memberhentikan keanggotaan
Komite Ekonomi Kreatif.
(2) Keanggotaan Komite Ekonomi Kréatif berakhir apabila:

a. berakhir masa jabatannya; |

b. meninggal dunia;

c. mengundurkan diri; _

d. diberhentikan karena tidak melaksanakan tugasnya;

e. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana
berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki
kekuatén hukum tetap; dan ,

f. tidak lagi memenuhi syafat sebagai anggota Komite

Ekonomi Kreatif.

Pasal 11

Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif diangkat untuk masa
jabatan 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat

kembali.
BAB V

TATA KERJA

, Pasal 12
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Ekonomi Kreatif
membentuk program kerja dan ményelenggarakan rapat
anggota minimal 1 (satu) bulan sekali atau sewaktu-waktu
sesuai dengan kebutuhan. ’
(2) Program kerja sebagaimana difnaksud pada ayat (1)
meliputi :
a. penyiapan, penyusun‘an' program prioritas Daerah
dalém bidang Ekonomi Kréatif;
b. penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan
Ekonomi Kreatif; 7 | , ;
c. penyiapan pfogram inovatif dalam rangka percepatan
pengembangan ekénomi kreatif;

d. evaluasi terhadap perkembangan Ekonomi Kreatif di

Daerah; dan



e. pengembangan kompetensi individu  dan
keorganisasian pelaku dan pengusaha Ekonomi Kreatif
sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

Pasal 13

(1) Komite Ekonomi Kreatif bértanggung jawab kepada Bupati
dan wajib melaporkan kegiatannya paling sedikit 2 (dua)

~ kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk rekomendasi.

(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati melalui kepala Perangkat
Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif sebagai
masukan dalam penyusunan kebijakan di bidang Ekonomi

Kreatif.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 14
Pembiayaan kegiatan dan program kerja Komite Ekonomi
Kreatif berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

| BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

, Pasal 15
(1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi
 Kreatif melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan kerja Komite Ekonomi Kreatif.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. fasilitasi informasi terkait program kebijakan dan arah
prioritas pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah; |
b. peningkatan kapasitas kelembagaan untuk
mendukung pengembangan ekosistem kreativitas; dan
c. fasilitasi kerjasama dengan lembaga pemerintah
dan/atau swasta dalam rangka pengembangan
ekosistem kreativitas. 4
(3) Hasil pehgawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaporkan kepada Bupati



'BAB VIII |
KETENTUAN PENUTUP
| - Pasal 16
Peratliran‘Bupati ini mulai berlaku ~ pada tanggal
. diundangkan. | ‘
 Agar setiap orang 'mengétahuihya ' memermtahkan

pengundangan Peraturan Bupat1 ini dengan penempatannya .

~ dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.
Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 30 ﬂé?mb{" 2020
'BUPATI KARANGANYAR, ‘

TTD

JULIYATMONO

'Diu’nda:ngkan' di Karanganyar

| : pada tanggal 30 Desember 2020

. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
o

: SUTARNO :
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya
: [ngETARIAT DAERAH

Kepala qg{an Hukum
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NIP 1975 311 199003 1 009




